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ABSTRAK 

Mohd. Iqbal Nanda Putra, (2022) : Pengawasan Gubernur Terhadap Produk 

Hukum Daerah Kabupaten/Kota (Studi 

Kasus Di Biro Hukum Sekretariat Daerah 

Provinsi Riau) 

Penulisan Skripsi dilatarbelakangi karena adanya 3143 Peraturan Daerah 

Kabupaten/Kota yang dibatalkan dan 85 di antaranya adalah Perda 

Kabupaten/Kota di Provinsi Riau yang turut serta dibatalkan. Kewenangan 

pembatalan peraturan daerah Kabupaten/Kota oleh Gubernur adalah sebagai 

bentuk pelaksanaan asas tugas pembantuan dalam konsep otonomi daerah sebagai 

satu sistem dalam Negara Kesatuan. Kemudian kewenangan tersebut berubah 

setelah dibacakannya dua Putusan Mahkamah Konstitusi yaitu Putusan Nomor 

137/PUU-XIII/2015 dan Putusan Nomor 56/PUU-XIV/2016, di mana Mahkamah 

Konstitusi berpendapat bahwa kewenangan pembatalan tersebut adalah 

bertentangan dengan Pasal 24A Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945 dan kewenangan pembatalan tersebut adalah milik 

Mahkamah Agung. 

Adapun rumusan masalah penelitian ini ialah Bagaimana Pengawasan 

Gubernur terhadap Peraturan Daerah Kabupaten/Kota melalui Biro Hukum 

Sekretariat Daerah Provinsi Riau dan Apa Faktor Penghambat Pengawasan 

Gubernur terhadap produk hukum daerah Kabupaten/Kota melalui Biro Hukum 

Sekretariat Daerah Provinsi Riau. 

Metode Penelitian ini ialah penelitian hukum sosiologis, penelitian yang 

dilakukan dengan mengadakan indentifikasi pelaksanaan hukum dan melihat 

efektivitas hukum ini di dalam masyarakat. Dalam penelitian ini Teknik 

pengambilan sampel menggunakan purposive sampling dan Teknik Analisis yang 

digunakan adalah analisis kualitatif dan penarikan kesimpulan secara induktif. 

Hasil Penelitian ini menunjukan bahwa Kewenangan Pengawasan Gubernur 

terhadap Produk Hukum Daerah Kabupaten/Kota melalui Biro Hukum Sekretariat 

Daerah Provinsi Riau pasca keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 

137/PUU-XIII/2015 dan Putusan Nomor: 56/PUU-XIV/2016 bahwa Pengawasan 

Pemerintah yang berupa Hak membatalkan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota 

telah bergeser dari Kewenangan Pengawasan represif yang tidak dapat lagi 

melakukan Kewenangan Executive Review dan hanya dapat melakukan 

pengawasan preventif melalui Executive Preview yang hanya sebatas melakukan 

Fasilitasi dan Evaluasi terhadap rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota. 

Sedangkan Faktor penghambat dalam Pengawasan Gubernur yang di lakukan oleh 

Biro Hukum diantaranya: (i) Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota lambat dalam 

penyampaian Rancangan Peraturan Daerah, (ii) Kurangnya Sumber Daya Manusia 

dalam melakukan Pengawasan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota, dan (iii) 

Kurangnya Sanksi Tegas untuk Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. 

Kata Kunci: Pengawasan, Produk Hukum Daerah, Gubernur.  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Negara Indonesia adalah Negara Kesatuan yang berbentuk Republik.
1
 

Sistem pemerintahan daerah di Indonesia, menurut Undang-Undang Dasar 1945, 

berdasarkan penjelasan dinyatakan bahwa daerah Indonesia akan dibagi dalam 

daerah provinsi kemudian daerah provinsi dibagi dalam daerah yang lebih kecil 

yakni Kabupaten/Kota.
2
 

Di dalam Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 

Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945), menyatakan bahwa: 

“Negara Indonesia di bagi atas daerah besar dan kecil, dengan bentuk 

susunan pemerintahannya ditetapkan dengan Undang-Undang”.  

 

Hal tersebut dengan memandang serta mengingat dasar permusyawaratan 

dalam sistem pemerintahan negara dan hak-hak asal usul dalam daerah-daerah 

yang bersifat istimewa. Dalam pemerintahan daerah hanya ada pemerintahan 

otonomi termasuk tugas pembantuan. Dengan kata lain ketentuan ini hanya 

mengatur mengenai otonomi.
3
 

Sesuai dengan amanat UUD NRI Tahun 1945 pada Pasal 18 Ayat (6) dan 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (selanjutnya 

disebut UU Pemda) terdapat mandat yang diberikan kepada Pemerintah Daerah 

yang berhak menetapkan Peraturan Daerah (selanjutnya disebut Perda) dan 

                                                             
1
 Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945. 

2
 Siswanto Sunarno, Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, 

2006, h.1 
3
 Bagir Manan, Menyongsong Fajar Otonomi Daerah, Pusat Studi Hukum (PSH) 

Fakultas Hukum UII, Yogyakarta, 2004, h.8 
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Peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan. 

sesuai dengan aspirasi masyarakat dan kebutuhan daerahnya sepanjang tidak 

bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan yang lebih tinggi.
4
  

Perda sendiri merupakan salah satu produk hukum daerah yang dibentuk 

atas kehendak dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dengan 

persetujuan bersama Kepala Daerah. Kemudian Perda tersebut digolongkan ke 

dalam dua jenis berdasarkan tingkatannya, yaitu Perda Provinsi dan Perda 

Kabupate/Kota sesuai tingkatan di wilayah pemerintahan daerah provinsi atau 

Kabupaten/Kota.
5
 

Pembentukan Perda sendiri telah diatur secara rinci dalam Peraturan 

Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan 

Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk 

Hukum Daerah. Permendagri tersebut merupakan tindaklanjut atas Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-

Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-

undangan. 

Regulasi tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan merupakan 

salah satu upaya menjaga konsistensi produk hukum agar tidak ada konflik aturan 

yang lebih rendah dengan yang lebih tinggi, karena telah memiliki ketentuan dan 

tata cara pembentukan melalui Program legislasi dan bila tidak diikuti maka akan 

terjadi penyelesaian konplik aturan melalui pengujian peraturan di bawah 

                                                             
4
 Ima Lutfiana, Aufarul Marom, “Mekanisme Perumusan Produk Hukum Daerah”, dalam Jurnal 

Tinjauan Kebijakan Publik Dan Manajemen, Universitas Diponegoro 2018, Volume 7 No. 3. 
5
 Pasal 1 dan 4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. 
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Undang-undang (Judicial review) dan pembatalannya yang merupakan sub sistem 

dari sistem hukum.
6
 

Di Provinsi Riau pelaksanaan pengawasan terhadap produk hukum daerah 

Kabupaten/Kota diatur lebih khusus yakni dalam Peraturan Gubernur Riau Nomor 

44 Tahun 2021 tentang Tata Cara dan Prosedur Pengharmonisasian Rancangan 

Produk hukum daerah, Evaluasi dan Fasilitasi Rancangan Produk Hukum Daerah 

Kabupaten/Kota.  

Di dalam Pasal 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 

tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 

tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah ditentukan jenis produk hukum 

daerah terdiri dari Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah, Peraturan DPRD. 

Kemudian dalam Pasal 4 ayat 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 

80 Tahun 2015, Peraturan Daerah sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 3 

terbagi menjadi Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota. 

Namun pada Tahun 2017, Pemerintah Pusat dalam hal ini Kementerian 

Dalam Negeri merilis daftar Perda yang di batalkan sebanyak 3143 Perda. 

Sebanyak 85 Perda di antaranya adalah Perda Kabupaten/Kota di Provinsi Riau 

yang ikut dibatalkan. Semua Perda tersebut dibatalkan karena oleh Pemerintah 

Pusat dinilai menghambat pertumbuhan ekonomi daerah dan memperpanjang jalur 

birokrasi, menghambat proses perizinan dan investasi, menghambat kemudahan 

                                                             
6
 Nur Hidayat, “Rujukan dan Aplikasi Sistem Hukum Indonesia Berdasarkan Pasal 1 

Ayat (3) UUD Pasca Amandemenn Ketiga”, Volume 1, Nomor 2, 2017, h. 198 
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berusaha, dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih 

tinggi.7 

Di dalam ketentuan Pasal 251 ayat (1) dan ayat (2) UU Pemda ditentukan 

bahwa pembatalan perda dapat dilakukan mendagri atau gubernur jika perda yang 

dimaksudkan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih 

tinggi, kepentingan umum, dan atau kesusialaan. Di dalam ketentuan Pasal 251 

ayat (1) dan ayat (2) UU Pemda ditentukan bahwa pembatalan perda dapat 

dilakukan Mendagri atau Gubernur jika Perda yang dimaksudkan bertentangan 

dengan Peraturan Perundang-Undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, 

dan atau kesusialaan. UU Pemda bahwa daerah melaksanakan otonomi daerah 

yang berasal dari kewenangan Presiden yang memegang kekuasaan pemerintahan. 

Tanggung jawab akhir penyelenggaraan pemerintahan ada di tangan Presiden 

sehingga konsekuensinya adalah pembatalan Perda itupun di tangan Presiden. 

Kemudian kewenangan pembatalan itu diserahkan kepada Mendagri untuk 

pembatalan Perda Provinsi dan Gubernur untuk pembatalan Perda 

Kabupaten/Kota. 

Keberadaan ketentuan Pasal 251 ayat (1) dan ayat (2) UU Pemda jelas tidak 

sesuai dengan sistem pengujian norma yang ada. Padahal sebelumnya sudah ada 

dua Putusan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Putusan MK) Nomor: 

137/PUU-XIII/2015 dan Putusan Nomor: 56/PUU-XIV/2016 yang menjelaskan 

bahwa kewenangan Gubernur melakukan pembatalan Perda Kabupaten/Kota 

                                                             
7
 https://www.riau.go.id/home/skpd/2017/06/07/1525-sekurangnya-18-Perda-terkait-

esdm-di-riau-masuk-daftar-3143-Perda-batal di akses pada 18 Maret 2022, Pukul 10:30 WIB 

https://www.riau.go.id/home/skpd/2017/06/07/1525-sekurangnya-18-perda-terkait-esdm-di-riau-masuk-daftar-3143-perda-batal
https://www.riau.go.id/home/skpd/2017/06/07/1525-sekurangnya-18-perda-terkait-esdm-di-riau-masuk-daftar-3143-perda-batal
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dinyatakan inkonstitusional dan tidak sesuai dengan UUD NRI Tahun 1945 dan 

kewenangan tersebut sepenuhnya hanya ada pada Mahkamah Agung. 

 Kedua Putusan MK tersebut membawa perubahan besar terhadap 

pengawasan dan pembatalan Perda yang selama ini dilakukan oleh Gubernur 

selaku Wakil Pemerintah Pusat. Kedua Putusan MK tersebut telah membatalkan 

beberapa ketentuan Pasal dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah dan Permendagri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Produk 

Hukum Daerah. 

Akan tetapi masih temuan dalam Pasal 29 ayat 3 Peraturan Gubernur 

Nomor 44 tahun 2021 yang berbunyi: 

“Hasil pengawasan terhadap Tindak lanjut dari hasil Fasilitasi dan 

Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa pembatalan 

atau usulan pencabutan Produk Hukum Daerah Kabupaten/Kota sesuai 

peraturan perundang-undangan”. 

 

Dapat dilihat dalam Pasal tersebut masih bertentangan dengan Putusan 

MK Nomor: 137/PUU-XIII/2015 dan Putusan Nomor: 56/PUU-XIV/2016 yang 

dimana seharusnya jika sudah ada Putusan yang mengatakan bahwa Gubernur 

tidak memiliki wewenang penjatuhan sanksi berupa pembatalan atau pencabutan 

produk hukum daerah Kabupaten/Kota. 

Dari urain diatas, penulis karena itu mencermati permasalahan dan 

peraturan yang telah diuraikan di atas, penulis terdorong untuk melakukan 

penelitian tentang Pengawasan Gubernur terhadap produk hukum daerah 

Kabupaten/Kota melalui Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Riau, dengan 

judul “PENGAWASAN GUBERNUR TERHADAP PRODUK HUKUM 
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DAERAH KABUPATEN/KOTA (STUDI KASUS DI BIRO HUKUM 

SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI RIAU)” 

B. Batasan Masalah 

Salah satu hal yang paling penting dalam penelitian adalah perlunya 

dibatasi masalah yang akan diteliti agar lebih sistematis dan tidak terlalu luas. 

Maka penelitian ini hanya terbatas pada kajian mengenai Pengawasan Gubernur 

Terhadap Produk Hukum Daerah Kabupaten/Kota melalui Biro Hukum selaku 

perangkat dari Sekretariat Daerah Provinsi Riau. 

C. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana Pengawasan Gubernur terhadap Peraturan Daerah 

Kabupaten/Kota melalui Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Riau?  

2. Apa Faktor Penghambat Pengawasan Gubernur terhadap produk hukum 

daerah Kabupaten/Kota melalui Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi 

Riau?  

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

  1. Tujuan Penelitian 

Tujuan Penulisan Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan 

diatas, tujuan penulisan ini adalah sebagai berikut: 

a. Untuk mengetahui Pengawasan Gubernur terhadap produk hukum 

daerah Kabupaten/Kota yang di lakukan oleh Biro Hukum selaku 

perangkat dari Sekretariat Daerah Provinsi Riau. 
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b. Untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi Pengawasan 

Gubernur terhadap produk hukum daerah Kabupaten/Kota melalui 

Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Riau. 

2.Manfaat Penelitian 

 Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut: 

a. Secara Teoritis 

Secara teoritis penelitian ini diharapkan mampu memberikan 

gambaran mengenai Pengawasan Gubernur terhadap produk hukum 

daerah Kabupaten/Kota melalui Biro Hukum Sekretariat Daerah 

Provinsi Riau.  

b. Secara Praktis 

1. Dapat memberikan data serta informasi mengenai Pengawasan 

Gubernur terhadap produk hukum daerah Kabupaten/Kota yang 

di lakukan oleh Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Riau. 

2. Dapat digunakan menjadi bahan informasi dan pengetahuan bagi 

para akademisi yang akan melakukan penelitian yang serupa.  
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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

A. Toetsingsrecht dan Judicial Preview 

Dari berbagai literatur hukum, ada beberapa istilah yang biasanya 

digunakan dalam hal pengujian Undang-Undang, yaitu: “toetsingsrecht,” “judicial 

review”. Kedua istilah tersebut sering disalahartikan dan dicampur adukkan 

penggunaannya satu sama lain. Sebenarnya, kedua istilah tersebut berasal dari dua 

sistem yang berbeda dengan makna yang berbeda pula. Pada jamaknya, istilah 

toetsingsrecht diartikan sebagai hak uji atau kewenangan untuk menguji.
8
 Jika hak 

atau kewenangan untuk menguji tersebut diberikan kepada lembaga kekuasaan 

kehakiman atau hakim, maka hal tersebut dinamakan judicial review. 

1. Toetsingsrecht 

 Istilah toetsingsrecht berasal dari bahasa Belanda yang jika 

dialihbahasakan ke bahasa Indonesia secara gramatikal berarti “hak uji atau hak 

menguji.” Istilah toetsingsrecht tersebut kemudian sering diterjemahkan secara 

keliru ke dalam bahasa Ingris dengan sebutan judicial review. Disinilah letak 

kekeliruan pemahaman dan penggunaan istilah toetsingsrecht dan judicial review. 

Keduanya diartikan sama, padahal berbeda. 

Istilah toetsingsrecht yang berarti “hak uji/hak menguji” merupakan suatu 

istilah yang bermakna umum dalam kerangka konsep pengujian sebuah produk 

hukum. Toetsingsrecht bermakna dan menunjukan adanya hak menguji atau hak 

uji atas suatu produk hukum. Hak menguji dalam 

                                                             
8
 Zainal Arifin Hoesein, Judicial Review di Mahkamah Agung RI Tiga Dekade Peraturan 

Perundang-undangan, Jakarta: Rajawali Pers, 2009, h. 38-39. 
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konteks toetsingsrecht mempunyai arti dan ruang lingkup yang luas, baik dari segi 

objek yang diuji maupun subjek yang melakukan pengujiannya. Ditinjau dari 

ruang lingkup objek pengujiannya, toetsingsrecht memiliki ruang lingkup yang 

luas karena mencakup hak uji terhadap berbagai norma hukum, yakni peraturan 

perundang-undangan (regeling), keputusan administrasi atau tata usaha 

negara (beschikiing), dan bahkan meliputi juga hak menguji putusan 

hakim (vonnis).
9
 Sementara ditinjau dari ruang lingkup subjek yang melakukan 

pengujian, toetsingsrecht juga mencakup pengertian yang luas meliputi hak uji 

yang dimiliki oleh hakim (judicial), eksekutif, ataupun legislatif.
10

 Jadi 

istilah toetsingsrecht memiliki arti dan ruang lingkup yang luas, baik dari segi 

objek  maupun subjek yang melakukan pengujiannya. Objeknya meliputi semua 

produk/norma hukum dan subjeknya meliputi semua cabang kekuasaan negara 

atau lembaga negara sepanjang lembaga tersebut diberikan hak untuk menguji 

norma hukum. 

Manakala hak menguji itu diberikan kepada hakim, maka itulah yang bisa 

disebut judicial review. Jadi istilah judicial review merupakan suatu konsepsi 

pengujian yang sudah secara spesifik menunjuk/menetapkan lembaga yang 

berwenang melakukannya, yaitu hakim/pengadilan.
11  

Dalam konsep pengujian Undang-Undang, khususnya berkaitan dengan 

pengujian oleh kekuasaan kehakiman, perlu dibedakan pula antara istilah istilah 

judicial review dengan judicial preview. Review berarti memandang, menilai, atau 

                                                             
9
 Jimly Asshiddiqie, Hukum Acara Pengujian Undang-Undang, Edisi Kedua, Cet. 

Pertama, Sinar Grafika, 2010, h. 1-3 
10

 Ibid. 
11

 Fatmawati, Hak Menguji (Toetsingsrecht) yang Dimiliki Hakim dalam Sisitem Hukum 

Indonesia, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005, h. 5. 



11 
 

 

menguji kembali, yang berasal dari kata re dan view, sedangkan pre dan view atau 

preview adalah kegiatan memandangi sesuatu lebih dulu dari sempurnanya 

keadaan objek yang dipandang itu.
12

 

2. Judicial Review 

Judicial review merupakan salah satu hak menguji yang diberikan kepada 

lembaga pengadilan untuk menguji keabsahan suatu norma hukum. Dalam konsep 

pengujian Undang-Undang oleh lembaga peradilan misalnya misalnya, perlu juga 

dibedakan antara istilah Judicial review dan Judicial preview yang dalam konteks 

pengujian memiliki arti atau makna yang berbeda. Review berarti memandang, 

menilai, atau menguji kembali, yang berasal dari kata re dan view, sedangkan pre 

dan view atau preview adalah kegiatan memandangi sesuatu lebih dulu dari 

sempurnanya keadaan objek yang dipandang itu.
13

 

Dalam hubungannya dengan objek Undang-Undang, dapat dikatakan 

bahwa saat ketika Undang-Undang belum resmi atau sempurna sebagai Undang-

Undang yang mengikat untuk umum (belum disahkan), dan saat Undang-Undang 

itu sudah resmi menjadi Undang-Undang (telah disahkan), maka dua keadaan 

tersebut adalah dua keadaan yang berbeda. Jika Undang-Undang itu sudah sah 

menjadi Undang-Undang, maka pengujiannya disebut Judicial review, tetapi jika 

statusnya masih sebagai rancangan Undang-Undang yang belum secara resmi 

                                                             
12

Jimly Asshiddiqie, Model-Model Pengujian Konstitusional di Berbagai Negara, 

Jakarta: Konstitusi Pers, 2006, h. 3. 
13

 Ibid. h. 3. 
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sebagai Undang-Undang dan dilakukan pengujian atasnya, maka disebut Judicial 

preview.
14

 

Dalam hal hak pengujian norma (Judicial review), konstitusi telah 

mengatur dengan jelas kewenangan MA dan MK sehingga mekanisme pengujian 

norma sangat jelas, termasuk pula di dalamnya Perda Kabupaten atau Kota 

apabila hendak diuji keabsahannya. 

Kewenangan MK (termasuk pula hak pengujian norma atau Judicial 

review) diatur dalam ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 sebagai 

berikut: 

Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan 

terakhir yang putusannya bersifat final untuk: 

1) Menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945;  

2) Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya 

diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 

1945;  

3) Memutus pembubaran partai politik, dan;  

4) Memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.  

Kemudian dilanjutkan dengan ketentuan Pasal 24C ayat (2) UUD NRI 

Tahun 1945 sebagai kewajiban MK bahwa Mahkamah Konstitusi wajib 

memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan 

oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurt Undang-Undang dasar.  

                                                             
14

 Ibid, h. 3 
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Sementara kewenangan Mahkamah Agung (termasuk pula hak pengujian 

norma atau Judicial review) diatur dalam ketentuan Pasal 24A ayat (1) bahwa 

Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan 

perundang-undangan di bawah Undang-Undang terhadap Undang-Undang, dan 

mempunyai wewenang lain yang diberikan oleh Undang-Undang. 

Objek Pengujian Judicial Review 

Objek Pengujian Judicial Review Sebagaimana telah dijelaskan 

sebelumnya bahwa antara MK dan MA dalam hal hak menguji norma (Judicial 

review) memiliki objek pengujian yang berbeda. MK berdasarkan Pasal 24C ayat 

(1) UUD NRI Tahun 1945 menentukan bahwa objek Judicial review MK adalah 

Undang-Undang terhadap Undang-Undang dasar. Sementara MA berdasarkan 

Pasal 24A ayat (1) menentukan bahwa objek Judicial review MA adalah peraturan 

perundang-undangan yang secara hierarki berada di bawah Undang-Undang 

terhadap Undang-Undang.  

Dari semua ketentuan tersebut, sangat jelas bahwa Perda Kabupaten/Kota 

itu merupakan objek pengujian MA secara konstitusional. Pembatalan Perda 

Kabupaten/Kota yang dilakukan oleh Gubernur adalah suatu hal yang 

bertentangan dengan konstitusi. Sehingga perlu dilakukan penyesuaian sesuai 

dengan ketentuan konstitusi.  

Jimly Asshiddiqie mengemukakan perbedaan judicial review dan judicial 

preview sebagai berikut: Jika pengujian itu dilakukan terhadap norma hukum yang 

bersifat abstrak dan umum (general and abstract norms) secara “a posteriori”, 

maka pengujian itu dapat disebut sebagai “judicial review”. Akan tetapi jika 
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pengujian itu bersifat “a priori”, yaitu terhadap rancangan Undang-Undang yang 

telah disahkan oleh parlemen tetapi belum diundangkan sebagaimana mestinya, 

maka namanya bukan “judicial review”, melainkan “judicial preview”.
15

 

B. Teori Pengawasan 

1. Pengertian Pengawasan 

Pengawasan dapat diartikan sebagai proses untuk menjamin bahwa 

tujuan organisasi dan manajemen tercapai. Ini berkenaan dengan cara-cara 

membuat kegiatan-kegiatan sesuai yang di rencanakan dengan instruksi yang telah 

diberikan dan dengan prinsip-prinsip yang telah digariskan. Pengawasan yang 

dijelaskan M Ockler berikut ini telah menjelaskan unsur-unsur esensial proses 

pengawasan yaitu suatu usaha sistematika untuk menetapkan standar pelaksanaan 

dan tujuan-tujuan perencanaan merancang sistem informasi, umpan balik, 

membandingkan kegiatan nyata dengan standar yang telah ditetapkan 

sebelumnya. Didalam hukum administrasi negara arti penting pengawasan 

merupakan bagian dari bentuk mencegah timbulnya penyimpangan tugas 

pemerintah dari apa yang telah digariskan, dan menindak penyimpangan yang 

terjadi.
16

 

2. Bentuk-Bentuk Pengawasan 

Sasaran pengawasan adalah temuan yang menyatakan terjadinya 

penyimpangan atas rencana atau target. Sementara itu, tindakan yang dapat 

dilakukan adalah: 
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 Jimly Asshiddiqie, Model-Model Pengujian Konstitusional di Berbagai Negara, cet. 2, 

(Jakarta: Konstitusi Press, 2005), hal. 6-7. 
16

 Jurnal Ilmu Administrasi Lembaga Pengembangan Administrasi STIA LAN Bandung, 

Volume VII Nomor 3, September 2010, h.157. 



15 
 

 

a. mengarahkan atau merekomendasikan perbaikan 

b. menyarankan agar ditekan adanya pemborosan;  

c. mengoptimalkan pekerjaan untuk mencapai sasaran rencana.  

Ada beberapa jenis pengawasan yang dapat dilakukan, yaitu:  

a. Pengawasan Intern dan Ekstern 

Pengawasan intern, berarti pengawasan yang dilakukan oleh 

aparat/unit pengawasan yang dibentuk dalam organisasi itu sendiri. 

Aparat/unit pengawasan ini bertindak atas nama pimpinan organisasi. 

Aparat/unit pengawasan ini bertugas mengumpulkan segala data dan 

informasi yang diperlukan oleh organisasi. Data kemajuan dan 

kemunduran dalam pelaksanaan pekerjaan. Hasil pengawasan ini dapat 

pula digunakan dalam nilai kebijaksanaan pimpinan. Untuk itu kadang-

kadang pimpinan perlu meninjau kembali kebijaksanaan/ keputusan-

keputusan yang telah dikeluarkan. Sebaliknya pimpinan dapat pula 

melakukan tindakan-tindakan perbaikan terhadap pelaksanaan pekerjaan 

yang dilakukan oleh bawahannya. Pengawasan ekstern (external control) 

berarti pengawasan yang dilakukan oleh aparat/unit pengawasan dari luar 

organisasi itu. Aparat/unit pengawasan dari luar organisasi itu adalah 

pengawasan yang bertindak atas nama atasan pimpinan organisasi itu, atau 

bertindak atas nama pimpinan organisasi itu karena permintaannya.
17

 

b. Pengawasan Preventif dan Represif 
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 Maringan Masry Simbolon, Dasar-Dasar Administrasi dan Manajemen, (Jakarta: 

Ghalia Indonesia, 2004), h.62. 
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Arti pengawasan preventif adalah pengawasan yang bersifat 

mencegah. Mencegah artinya menjaga jangan sampai suatu kegiatan itu 

jangan sampai terjerumus pada kesalahan. Pengawasan preventif adalah 

pengawasan yang bersifat mencegah agar pemerintah daerah tidak 

mengambil kebijakan yang bertentangan dengan peraturan perundang-

undangan yang berlaku.  

Pengawasan represif adalah pengawasan yang berupa penangguhan 

atau pembatalan terhadap kebijakan yang telah ditetapkan daerah baik 

berupa Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah, Keputusan DPRD 

maupun Keputusan Pimpinan DPRD dalam rangka penyelenggaraan 

pemerintahan daerah. Pengawasan represif berupa penangguhan atau 

pembatalan terhadap kebijakan daerah yang dinilai bertentangan dengan 

kepentingan umum, peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi 

dan/atau peraturan perundangundangan yang lainnya. 

c. Pengawasan Aktif dan Pasif 

Pengawasan dekat (aktif) dilakukan sebagai bentuk pengawasan yang 

dilaksanakan di tempat kegiatan yang bersangkutan. Hal ini berbeda dengan 

pengawasan jauh (pasif) yang melakukan pengawasan melalui penelitian 

dan pengujian terhadap surat-surat pertanggung jawaban yang disertai 

dengan bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran. 

d. Pengawasan kebenaran formil menurut hak (rechtimatigheid) dan 

pemeriksaan kebenaran materiil mengenai maksud tujuan pengeluaran 

(doelmatigheid) 
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Pengawasan berdasarkan pemeriksaan kebenaran formil menurut hak 

(rechtimatigheid) adalah pemeriksaan terhadap pengeluaran apakah telah 

sesuai dengan peraturan, tidak kadaluarsa, dan hak itu terbukti 

kebenarannya. Sementara, hak berdasarkan pemeriksaan kebenaran materil 

mengenai maksud tujuan pengeluaran (doelmatigheid) adalah pemeriksaan 

terhadap pengeluaran apakah telah memenuhi prinsip ekonomi, yaitu 

pengeluaran tersebut diperlukan dan beban biaya yang serendah mungkin. 

Dalam kaitannya dengan penyelenggaraan negara, pengawasan 

ditujukan untuk menghindari terjadinya korupsi, penyelewengan, dan 

pemborosan anggaran negara yang tertuju pada aparatur atau pegawai 

negeri. Dengan dijalankannya pengawasan tersebut diharapkan pengelolaan 

dan pertanggung jawaban anggaran dan kebijakan negara dapat berjalan 

sebagaimana direncanakan.
18

 

3. Fungsi Pengawasan 

Menurut Sule dan Saefullah (2005: 317) mengemukakan fungsi 

pengawasan pada dasarnya meruapakan proses yang dilakukan untuk memastikan 

agar apa yang telah direncanakan berjalan sebagaiamana mestinya. Termasuk 

kedalam fungsi pengawasan adalah identifikasi berbagai faktor yang menghambat 

sebuah kegiatan, dan juga pengambilan tindakan koreksi yang diperlukan agar 

tujuan organisasi dapat tetap tercapai. Sebagai kesimpulan, fungsi pengawasan 

diperlukan untuk memastikan apa yang telah direncanakan dan dikoordinasikan 

berjalan sebagaimana mestinya ataukah tidak. Jika tidak berjalan dengan 
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semestinya maka fungsi pengawasan juga melakukan proses untuk mengoreksi 

kegiatan yang sedang berjalan agar dapat tetap mencapai apa yang telah 

direncanakan. Fungsi dari pengawasan sendiri adalah:
19

 

a. Mempertebal rasa tangung jawab dari pegawai yang diserahi tugas dan 

wewenang dalam pelaksanan pekerjan., 

b. Mendidik pegawai agar melaksanakan pekerjaannya sesuai dengan 

prosedur yang telah ditetapkan,  

c. Mencegah terjadinya kelalaian, kelemahan dan penyimpangan agar tidak 

terjadi kerugian yang tidak diinginkan,  

Memperbaiki kesalahan dan penyelewengan agar dalam pelaksanaan 

pekerjan tidak mengalami hambatan dan pemborosan-pemborosan. 

C. Teori Perundang-undangan 

1. Peraturan Perundang-undangan 

Secara teoretik dalam khazanah ilmu hukum, terdapat beberapa definisi 

istilah mengenai “perundang-undangan” atau kata “peraturan 

perundangundangan”, jika menggunakan bahasa baku yang merujuk di dalam 

UndangUndang No 12 Tahun 2011 (UU No. 12 Tahun 2011) maka terminologi 

perundangundangan lazim disebut juga wetegeving, gesetzgebung ataupun 

legislation. Istilah perundang-undangan (legislation, wetgeving atau 

Gesetzgebung) dalam beberapa kepustakaan memiliki dua pengertian yang 

berbeda, dalam kamus umum yang berlaku, istilah legislation dapat diartikan 
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 Dormina Takaendengan,” Analisis Fungsi Pengawasan….”, dalam Jurnal Riset Bisnis 

dan Manajemen, Universitas Sam Ratulangi 2018, Vol 6, No.3, h. 298. 
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dengan perundang-undangan dan pembuat Undang-Undang.
20

 Istilah wetgeving 

diterjemahkan dengan pengertian membentuk Undang-Undang keseluruhan 

daripada Undang-Undang negara.
21

 Sedangkan istilah Geseztgebung 

diterjemahkan dengan pengertian perundangundangan.
22

 

Pengertian wetgeving dalam Juridisch woordenboek diartikan sebagai 

berikut: 

1. Perundang-undangan merupakan proses pembentukan atau proses 

membentuk peraturan negara, baik di tingkat Pusat maupun di tingkat 

Daerah. 

2. Perundang-undangan adalah segala peraturan negara, yang 

merupakan hasil pembentukan peraturan, baik di tingkat pusat maupun 

tingkat Daerah.
23

 

Maria Farida Indrati Soeprapto mengatakan bahwa:
24

 secara teoritik, istilah 

“perundang-undangan” (legislation), wetgeving atau gesetzgebung mempunyai 

dua pengertian yaitu: pertama, perundang-undangan merupakan proses 

pembentukan atau proses membentuk peraturan-peraturan negara baik di timgkat 

pusat maupun di tingkat Daerah; kedua, perundang-undangan adalah segala 

peraturan negara yang merupakan hasil pembentukan peraturan-peraturan baik di 

tingkat pusat maupun di tingkat Daerah. Pengertian perundang-undangan dalam 

konstruksi UU No 12 Tahun 2011, merupakan sebuah aturan tertulis yang 
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 Maria Farida Indrati Soeprapto, Ilmu Perundang-undangan, Yogyakarta: kanisius, 2007, h. 3. 
21

 Ibid. 
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 S.J. Fockema Andreae dikutip dalam Maria Farida Indrati Soeprapto, Ilmu Perundang-

undangan, Yogyakarta: kanisius, 2007, h. 3. 
24

 Maria Farida Indrati Soeprapto, Op.Cit., h.3. 
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mengikat secara umum dan dibuat oleh pejabat yang berwenang melalui 

perosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan pula.
25

 

Sedangkan Menurut Bagir Manan, pengertian peraturan-perundang-

undangan sebagai berikut:
26

 

a. Setiap keputusan yang tertulis yang dikeluarkan pejabat atau lingkungan 

jabatan yang berwenang berisi aturan tingkah laku yang bersifat atau 

mengikat umum.  

b. Merupakan aturan-aturan tingkah laku yang berisi ketentuan-ketentuan 

mengenai hak, kewajiban, fungsi, status atau suatu tatanan.  

c. Merupakan peraturan yang mempunyai ciri-ciri umum dan abstrak yang 

berarti tidak mengatur atau tidak ditujukan pada objek/peristiwa/gejala 

konkret tertentu. 

2. Asas Pembentukan Perturan Perundang-undangan 

Asas pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik dirumuskan 

juga dalam Pasal 5 dan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dirumuskan sebagai berikut: Pasal 5 

Undang-Undang di atas menegaskan bahwa dalam membentuk Peraturan 

Perundang-undangan harus berdasarkan pada asas pembentukan Peraturan 

Perundang-undangan yang baik yang meliputi:
27
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 Pasal 1 ayat 1 dan ayat 2 UU No 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan 

Perundang-undangan. 
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1. Asas kejelasan tujuan; dalam Penjelasan Pasal 5 Huruf a memberikan 

batasan bahwa yang dimaksud dengan "kejelasan tujuan" adalah bahwa 

setiap Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus mempunyai 

tujuan yang jelas yang hendak dicapai.  

2. Asas kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat; dalam Penjelasan 

Pasal 5 Huruf b di atas memberikan batasan bahwa yang dimaksud 

dengan asas "kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat" adalah 

bahwa setiap jenis Peraturan Perundang-undangan harus dibuat oleh 

lembaga/pejabat Pembentuk Peraturan Perundang-undangan yang 

berwenang. Peraturan Perundang-undangan tersebut dapat dibatalkan 

atau batal demi hukum, apabila dibuat oleh lembaga/pejabat yang tidak 

berwenang.  

3. Asas kesesuaian antara jenis dan materi muatan; dalam Penjelasan Pasal 

5 Huruf c di atas memberikan batasan bahwa yang dimaksud dengan 

"asas kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan" adalah bahwa 

dalam Permbentukan Peraturan Perundang-undangan harus benarbenar 

memperhatikan materi muatan yang tepat sesuai dengan jenis dan 

hierarki Peraturan Perundang-undangan.  

4. Asas dapat dilaksanakan; dalam Penjelasan Pasal 5 Huruf c di atas 

memberikan batasan bahwa yang dimaksud dengan "asas dapat 

dilaksanakan" adalah bahwa setiap Pembentukan Peraturan 

Perundangundangan harus memperhitungkan efektivitas Peraturan 
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Perundang- undangan tersebut dalam masyarakat, baik secara filosofis, 

sosiologis, maupun yuridis.  

5. Asas kedayagunaan dan kehasilgunaan; dalam Penjelasan Pasal 5 Huruf e 

di atas memberikan batasan bahwa yang dimaksud dengan asas 

"kedayagunaan dan kehasilgunaan" adalah bahwa setiap Peraturan 

Perundang-undangan dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan 

bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan 

bermegara;  

6. Asas kejelasan rumusan; dalam Penjelasan Pasal 5 Huruf f di atas 

memberikan batasan bahwa yang dimaksud dengan asas adalah bahwa 

setiap Peraturan Perundang-undangan harus memenuhi persyaratan 

teknis penyusunan Peraturan Perundang-undangan, sistematika, pilihan 

kata atau istilah, serta bahasa hukum yang jelas dan mudah dimengerti 

sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam 

pelaksanaannya; dan  

7. Asas keterbukaan; dalam Penjelasan Pasal 5 Huruf di atas memberikan 

batasan bahwa yang dimaksud dengan asas "keterbukaan" adalah bahwa 

dalam proses Pembentukan Peraturan Perundang-undangan mulai dari 

pencanaan, persiapan, penyusunan, dan pembahasan bersifat transparan 

dan terbuka. Dengan demikian, seluruh lapisan masyarakat mempunyai 

desempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam 

proses pembuatan Peraturan Perundang-undangan. 
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Sementara itu, asas-asas yang harus dikandung dalam materi muatan 

Peraturan Perundang-undangan dirumuskan dalam Pasal 6 Undang-Undang 

Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Di 

dalam Pasal 6 ayat (1) menegaskan bahwa materi muatan Peraturan 

Perundangundangan mengandung asas:
28

 

1. Asas pengayoman; Penjelasan Pasal 6 Ayat (1) Huruf a menegaskan 

bahwa yang dimaksud dengan "asas pengayoman" adalah bahwa setiap 

Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus berfungsi 

memberikan perlindungan dalam rangka menciptakan ketenteraman 

masyarakat.  

2. Asas kemanusiaan; Penjelasan Pasal 6 Ayat (1) Huruf b menegaskan 

bahwa yang dimaksud dengan "asas kemanusiaan" adalah bahwa setiap 

Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan 

perlindungan dan penghormatan hak-hak asasi manusia serta harkat dan 

martabat setiap warga negara dan penduduk Indonesia secara 

proporsional.  

3. Asas kebangsaan; Penjelasan Pasal 6 Ayat (1) Huruf c menegaskan 

bahwa yang dimaksud dengan "asas kebangsaan" adalah bahwa setiap 

Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan sifat 

dan watak bangsa Indonesia yang pluralistik (kebhinnekaan) dengan 

tetap menjaga prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.  
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4. Asas kekeluargaan; Penjelasan Pasal 6 Ayat (1) Huruf d menegaskan 

bahwa yang dimaksud dengan "asas kekeluargaan" adalah bahwa setiap 

Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerninkan 

musyawarah untuk mencapai mufakat dalam setiap pengambilan 

keputusan.  

5. Asas kenuşantaraan: Penjelasan Pasal 6 Ayat (1) Huruf e menegaskan 

bahwa yang dimaksud dengan "asas kenusantaraan" adalah bahwa setiap 

37 Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan senantiasa 

memperhatikan kepentingan seluruh wilavah Indonesia dan Materi 

Muatan Peraturan Perundang-undangan yang dibuat di daerah merupakan 

bagian dari sistem hukum nasional yang berdasarkan Pancasila.  

6. Asas bhinneka tunggal ika; Penjelasan Pasal 6 Ayat (1) Huruf f 

menegaskan bahwa yang dimaksud dengan "asas bhinneka tunggal ika" 

adalah bahwa Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus 

memperhatikan keragaman penduduk, agama, suku, dan golongan, 

kondisi khusus daerah, dan budaza khusustya yang menyangkut masalah-

masalah sensitif dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan 

bernegara.  

7. Asas keadilan; Penjelasan Pasal 6 Ayat (1) Huruf g menegaskan bahwa 

yang dimaksud dengan "asas keadilan" adalah bahwa sctiap Materi 

Muatan Peraturan Perandang-undangan harus mencerminkan kearifan 

secara proporsional bagi setiap warga negara tanpa kecuali.  
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8. Asas kesamaan kedudukan dalam hukum dan permerintahan; Penjelasan 

Pasal 6 Ayat (1) Huruf h menegaskan bahwa yang dimaksud dengan 

"asas kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan" adalah 

bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan cidak boleh 

herisi hal-hal yang hersifat membedakan berdasarkan latar belakang 

antara lain, agama, suku, ras, golongan, gender, atau status sosial.  

9. Asas ketertiban dan kepastian hukum; Penjelasan Pasal 6 Ayat (1) Huruf 

i menegaskan bahwa yang dimaksud dengan "asas ketertiban dan 

kepastian hukum" adalalı bahwa setiap Materi Muatan Peraturan 

Perundang-undangan harus dapat menimbulkan ketertiban dalam 

masyarakat melalui jaminan adanya kepastian hukum.  

10. Asas keseimbangan, keserasian, dan keselarasan. Penjelasan Pasal 

6 Ayat (1) Huruf i menegaskan bahwa yang dimaksud dengan "asas 

keselmbangan, keserasian, dan keselarasan" adalah bahwa setiap Materi 

Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan 

keseimbangan, keserasian, dan keselarasan, antara kepentingan individu 

dan masyarakat dengan kepentingan bangsa dan negara. 

Selain asas sebagaimana dimaksud, Peraturan Perundang-undangan tertentu 

dapat berisi asas lain sesuai dengan bidang hukum Peraturan Perundangundangan 

yang bersangkutan. Pasal 6 Ayat (2) menegaskan bahwa yang dimaksud dengan 

"asas lain sesuai dengan bidang hukum Peraturan Perundang-undangan yang 

bersangkutan", antara lain: 
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a. dalam Hukum Pidana, misalnya, asas legalitas, asas tiada hukuman tanpa 

kesalahan, asas pembinaan narapidana, dan asas praduga tak bersalah; 

dan  

b. dalam Hukum Perdata, misalnya, dalam hukum perjanjian, antara lain, 

asas kesepakatan, kebebasan berkontrak, dan itikad baik. 

 Dalam kerangka pembentukan peraturan perundang-undangan (termasuk 

Perda) memperhatikan pula beberapa asas asas, yakni "tata susunan peraturan 

perundang-undangan atau lex superior derogate lex inferiori" (peraturan 

perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan 

peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi). Selain itu ada "asas lex 

specialis derogate lex generalis" (peraturan perundang- undangan yang lebih 

khusus mengenyampingkan peraturan perundang- undangan yang lebih umum) 

dan "asas lex posterior derogate lex priori" (peraturan perundang-undangan yang 

lahir kemudian mengenyampingkan peraturan perundang-undangan yang lahir 

terlebih dahulu jika materi yang diatur peraturan perundang-undangan tersebut 

sama). 

3. Hierarki Norma Hukum 

Teori hierarki norma hukum berpangkal pada dua ajaran dari tiga ajaran 

utama Hans Kelsen. Ketiga ajaran tersebut yaitu, ajaran tentang hukum murni 

(reine rechtslehre), ajaran tentang grundnorm, dan ajaran tentang 

stufenbautheoie.
29
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Pada dasarnya, tidak ada sistem di dunia ini yang secara positif mengatur 

tata urutan perundang-undangan. Jikapun ada, mungkin pengaturannya hanya 

sebatas pada asas yang menyebutkan misalnya; “peraturan daerah tidak boleh 

bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi 

tingkatannya”. Atau dalam hal Undang-Undang Dasar ada ungkapan “the 

supreme law of the land.”
30

 

Menurut Hans Kelsen, norma itu berjenjang berlapis-lapis dalam suatu 

susunan hierarki. Pengertiannya, norma hukum yang di bawah berlaku dan 

bersumber, dan berdasar dari norma yang lebih tinggi, dan norma yang lebih 

tinggi juga bersumber dan berdasar dari norma yang lebih tinggi lagi begitu 

seterusnya sampai berhenti pada suatu norma tertinggi yang disebut sebagai 

norma dasar (grundnorm) dan masih menurut Hans Kelsen termasuk dalam sistem 

norma yang dinamis. Oleh sebab itu, hukum selalu dibentuk dan dihapus oleh 

lembaga-lembaga otoritasnya yang berwenang membentuknya, berdasarkan 

norma yang lebih tinggi, sehingga norma yang lebih rendah (Inferior) dapat 

dibentuk berdasarkan norma yang lebih tinggi (superior), pada akhirnya hukum 

menjadi berjenjang-jenjang dan berlapis-lapis membentuk suatu hierarki.
31

 

`Di Indonesia, rantai norma hukum ini diaktualisasikan ke dalam hierarki 

peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) 

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan 

Perundang-undangan. Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 
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Yogyakarta. Cetakan ke-1. h. 48 
31

Azis Syamsuddin, 2011. Proses dan Teknik Penyusunan Undang-Undang. Sinar 
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tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan menyebutkan mengenai 

jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan di Indonesia, yaitu:
32

 

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;  

2. Ketetapan Majelis Permusyawaran Rakyat;  

3. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;  

4. Peraturan Pemerintah;  

5. Peraturan Presiden;  

6. Perda Provinsi;  

7. Perda Kabupaten/Kota. 

D. Produk Hukum Daerah 

1.  Pengertian Peraturan Daerah 

Peraturan Daerah (Perda) adalah peraturan yang dibuat oleh Kepala Daerah 

Provinsi maupun Kabupaten/Kota bersama-sama dengan Dewan Perwakilan 

Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi maupun Kabupaten/Kota, dalam ranah 

pelaksanaan penyelenggaraan otonomi daerah yang menjadi legalitas perjalanan 

eksekusi pemerintah daerah.
33

 

Menurut Jimmly Asshiddiqie pengertian Perda adalah sebagai salah satu 

bentuk aturan pelaksana Undang-Undang sebagai peraturan perundang-undangan 

yang lebih tinggi. Kewenangan Perda bersumber dari kewenangan yang telah 

ditentukan suatu Undang-Undang. Meski demikian, Perda juga dapat dibentuk 
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untuk mengatur hal-hal yang kewenangan untuk mengatur hal-hal tersebut tidak 

diatur secara eksplisit oleh suatu Undang-Undang. 

Perda merupakan Peraturan Perundang-undangan untuk melaksanakan 

Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi dan menampung kondisi khusus 

dari daerah yang bersangkutan. Yang berwenang membuat Perda adalah Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah dan Kepala Daerah. Perda dibedakan antara Perda 

Provinsi, yang dibuat oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan 

Gubernur serta Perda Kabupaten/Kota, yang dibuat oleh Dewan Perwakilan 

Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dan Bupati/WaliKota.
34

 

Peraturan perundang-undangan tingkat daerah merupakan bagian tak 

terpisahkan dari kesatuan sistem perundang-undangan secara nasional. Karena itu 

tidak boleh ada peraturan perundang-undangan tingkat daerah yang bertentangan 

dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatnya atau 

kepentingan umum.
35

 

Tujuan utama dari Perda adalah memberdayakan masyarakat dan 

mewujudkan kemandirian daerah, dan pembentukan Perda harus didasari oleh 

asas pembentukan perundang-undangan pada umumnya antara lain; Memihak 

kepada kepentingan rakyat, menunjung tinggi hak asasi manusia, berwawasan 

lingkungan dan budaya.
36

 Kemudian menurut Undang-Undang Nomor 12 tahun 

2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Perda adalah 
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peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat 

Daerah dengan persetujuan Kepala Daerah.
37

 

2. Peraturan Kepala Daerah 

Peraturan Kepala Daerah dalam hierarkhi peraturan perundang-undangan 

dapat ditafsirkan melalui Pasal 8 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 12 

Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Bahwa 

peraturan perundang-undangan selain yang disebutkan dalam hierarkhi masih 

dimungkinkan keberadaannya sepanjang diperintahkan oleh Peraturan yang lebih 

tinggi. Produk perundang-undangan inilah yang masuk dalam lingkup delegated 

legislation/ secondary legislation.
38

 

Fungsi pertama Peraturan Kepala Daerah adalah merinci ketentuan dalam 

Perda yang sangat umum, untuk memberikan pedoman prosedural.
39

 Dengan 

peran yang demikian, maka ia adalah peraturan yang subordinate terhadap Perda, 

sehingga isinya tidak boleh bertentangan dengan peraturan di atasnya atau dengan 

kata lain Perkada adalah salah satu bentuk produk delegated legislation. Sebagai 

delegated legislation, maka area pertama yang disentuh oleh peraturan ini, adalah 

sebagai Peraturan Perundang-undangan. 

Berikutnya, dalam konteks pelaksanaan pemerintahan, Kepala Daerah 

menjalankan fungsi pelayanan publik dimana untuk melaksanakan 

kewenangannya tersebut Gubernur/WaliKota/Bupati membutuhkan perangkat 
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 Pasal 1 ayat (7) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan 

Peraturan Perundang-undangan.  
38
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hukum yang bersifat memaksa. Kewenangan membentuk produk hukum melekat 

secara inheren pada Pemerintah bersamaan dalam kewajiban mengatur dan 

mengurus kepentingan umum.
40

 

E. Kedudukan dan Kewenangan Gubernur 

1. Kedudukan Gubernur 

Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, posisi Gubernur menjadi unik dan 

khas, karena otonomi daerah dan pemilihan langsung di daerah telah menjadikan 

Gubernur sebagai seorang kepala daerah, namun di sisi lain dengan adanya asas 

dekosentrasi yang dianut oleh Indonesia, maka Gubernur pun bertindak sebagai 

Wakil Pemerintah Pusat di daerah. Gubernur sebagai kepala daerah provinsi 

berfungsi pula sebagai Wakil Pemerintah Pusat didaerah, dalam pengertian untuk 

menjembatani dan memperpendek rentang kendali pelaksanaan tugas dan fungsi 

pemerintahan, termasuk dalam pembinaan dan pengawasan terhadap 

penyelenggaraan urusan sebagian pemerintahan di Kabupaten dan Kota.
41

 

Pelimpahan kewenangan yang dilakukan oleh pemerintah pusat terhadap 

Gubernur adalah bentuk nyata dari pelaksanaan asas dekosentrasi di Indonesia.  

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan 

Daerah adapun yang dimaksud dengan dekosentrasi adalah pelimpahan wewenang 

sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat 

kepada Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat, kepada instansi vertikal di 

wilayah tertentu, dan/atau kepada Gubernur dan bupati/wali Kota sebagai 
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penanggung jawab urusan pemerintahan umum. Di dalam paragraf ketujuh 

undang-undnag pemeirntahan daerah ini tentang Gubernur sebagai Wakil 

Pemerintah Pusat, dikatakan di dalam Pasal Sembilan puluh satu yang mana 

berbunyi sebagai berikut: 

Dalam Pasal 91 ayat 1 berbunyi: 

“Melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan 

Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten/Kota 

dan Tugas Pembantuan oleh Daerah Kabupaten/Kota, Presiden dibantu 

oleh Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat.” 

 

Dari Pasal tersebut sudah sangat jelas kedudukan dari seorang Gubernur di 

dalam Undang-Undang ini sebagai Wakil Pemerintah Pusat yang mana 

merupakan bentuk pengaplikasian asas dekosentrasi di Indonesia. 

2. Kewenangan Gubernur 

Wewenang Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat Berdasarkan 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Untuk 

mewujudkan pelaksanaan otonomi daerah yang dapat dikatakan berhasil tersebut 

tergantung kepada bagaimana pelaksanaan dari Pemerintah Daerah sendiri. 

Peranan Kepala Daerah atau Gubernur sangat besar sekali dalam pelaksanaan 

tugas-tugas Daerah, khususnya tugas-tugas otonomi.
42

 Kedudukan dan peranan 

Kepala Daerah sangatlah strategis dalam sistem pemerintahan, sehingga dalam 

kepemimpinannya Kepala Daerah harus menerapkan pola kegiatan yang dinamis, 

aktif dan komunikatif, serta menerapkan pola kekuasaan yang tepat maupun pola 
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perilaku kepemimpinan yang sesuai dengan tuntutan kebutuhan yang dipengaruhi 

oleh latar belakang individual masing-masing Kepala Daerah. 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dalam 

Pasal 91 sampai Pasal 93 mengatur mengenai wewenang Gubernur sebagai Wakil 

Pemerintah Pusat dimana adapun tugasnya yang disebutkan dalam Pasal 1 ayat (2) 

Peraturan Pemerintah teresebut, yakni: 

a. mengoordinasikan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan tugas 

pembantuan di daerah Kabupaten/Kota;  

b. melakukan monitoring, evaluasi, dan supervise terhadap 

penyelanggaraan pemerintahan daerah Kabupaten/Kota yang ada di 

wilayahnya;  

c. memberdayakan dan memfasilitasi daerah Kabupaten/Kota di 

walayahnya;  

d. melakukan evaluasi terhadap rancangan Perda Kabupaten/Kota tentang 

rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan 

jangka menengah daerah, anggaran pendapatan dan belanja daerah, 

pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan belanja daerah, 

tata ruang daerah, pajak daerah, dan retribusi daerah;  

e. melakukan pengawasan terhadap Perda Kabupaten/Kota; dan  

f. melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan. 

Selanjutnya wewenang Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat 

disebutkan dalam Pasal 1 ayat (3) Peraturan Pemerintah tersebut untuk 
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melaksanakan tugas yang disebutkan dalam Pasal 1 ayat (2). Wewenang Gubernur 

sebagai wakil Pemerintah Pusat ialah: 

a. membatalkan peraturan bupati/wali Kota 

b. memberikan penghargaan atau sanksi kepada bupati/wali Kota terkait 

dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah 

c. menyelesaikan perselisihan dalam penyelenggaraan fungsi pemerintahan 

antardaerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) daerah provinsi;  

d. memberikan persetujuan terhadap rancangan Perda Kabupaten/Kota 

tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah Kabupaten/Kota; 

dan  

e. melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 

Pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintah Daerah 

Kabupaten/Kota yang dailaksanakan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat 

bersifat hierarki, artinya pemerintah Daerah Kabupaten/Kota bertanggung jawab 

kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat dalam menyelenggarakan 

Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangannya. Dengan pembinaan dan 

pengawasan yang dilakukan Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat ini 

diharapkan kordinasi antar tingkatan pemerintah dapat berjalan efektif dan efisien, 

sehingga dapat memberikan pelayanan publik yang maksimal bagi masyarakat.   
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

Metode berasal dari bahasa Yunani yaitu methodos yang berarti cara atau 

jalan, artinya metode merupakan jalan yang berkaitan dengan cara kerja dalam 

mencapai sasaran yang diperlukan bagi penggunanya, sehingga dapat memahami 

objek sasaran yang dikehendaki dalam upaya mencapai sasaran atau tujuan 

pemecahan permasalahan.
43

 Penelitian adalah terjemahan dari Bahasa Inggris 

research yang berarti usaha atau pekerjaan untu mencari kembali yang dilakukan 

dengan suatu metode tertentu dengan cara hati-hati, sistematis, serta sempurna 

terhadap permasalahan. Sehingga dapat digunakan untuk menyelesaikan atau 

menjawab problem.
44

 Metode penelitian merupakan suatu cara atau jalan untuk 

memperoleh kembali pemecahan terhadap segala permasalahan. Untuk itu dalam 

penelitian ini penulis menggunakan metode sebagai berikut: 

A. Jenis dan sifat Penelitian 

Jenis dan Sifat penelitian Dalam Penelitian ini, peneliti menggunakan jenis 

penelitian Hukum Sosiologis, yaitu dengan cara melakukan survei langsung ke 

lapangan untuk mengumpulkan data primer dan data sekunder yang didapat langsung 

dengan responden melalui wawancara untuk dijadikan data atau informasi sebagai 
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bahan penelitian.
45

 Adapun sifat penelitian ini adalah penelitian deskriptif. Penelitian 

deskriptif ini bertujuan untuk mengumpulkan informasi faktual secara rinci, 

mengidentifikasikan masalah atau memeriksa kondisi dan gejala lainnya di dalam 

masyarakat.
46

  

B. Lokasi Penelitian 

Lokasi di adakan penelitian ini adalah di Biro Hukum Sekretariat Daerah 

Provinsi Riau. Adapun alasan penulis menetapkan lokasi tersebut menjadi tempat 

penelitian penulis karena penulis ingin mengetahui bagaimana Pengawasan Gubernur 

terhadap produk hukum daerah Kabupaten/Kota yang di lakukan oleh Biro Hukum 

selaku perangkat dari Sekretariat Daerah Provinsi Riau. 

C. Informan Penelitian 

Dalam penelitian kualitatif posisi sumber data yang berupa manusia 

(narasumber) sangat penting peranannya sebagai individu yang memiliki 

informasinya. Peneliti dan narasumber di sini memiliki posisi yang sama, oleh karena 

itu narasumber bukan sekedar memberikan tanggapan pada yang diminta peneliti, 

tetapi ia dapat lebih memilih arah dan selera dalam menyajikan informasi yang ia 

miliki. Karena posisi inilah sumber data yang berupa manusia di dalam penelitian 

kualitatif disebut sebagai informan.
47

 Informan dalam penelitian ini adalah: 
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1. Kabag. Peraturan Perundang-undangan Kabupaten/Kota 

2. Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Muda (Sub Koordinator 

Produk Hukum Daerah Wilayah II) 

3. Staff Analisis Produk Hukum 

Dalam menentukan informan/narasumber, informan sebagai sumber data 

dalam penelitian ini adalah berdasarkan pada asas subyek yang menguasai 

permasalahan, memiliki data, dan bersedia memberikan informasi lengkap dan 

akurat. Informan yang bertindak sebagai sumber data dan informasi harus memenuhi 

syarat, yang akan menjadi informan narasumber (key informan).  

Penelitian kualitatif tidak dipersoalkan jumlah informan, tetapi bisa 

tergantung dari tepat tidaknya pemilihan informan kunci, dan kompleksitas dari 

keragaman fenomena sosial yang diteliti. Dalam penelitian kualitatif teknik sampling 

yang sering digunakan adalah purposive sampling. 

D. Sumber Data 

1. Data primer, yaitu data yang diperoleh dengan cara turun langsung ke 

lapangan melalui observasi, wawancara yang ditujukan kepada narasumber 

sebagai objek penelitian untuk memperoleh data. 

2. Data sekunder, merupakan bahan hukum yang dikumpulkan guna 

mendukung atau memperkuat data primer atau data yang diperoleh dari hasil 

penelaahan kepustakaan dan terhadap berbagai literatur yang berkaitan 

dengan penelitian. Sumber data sekunder ini terdiri dari 3 (tiga) bahan hukum 

yaitu: 
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1) Bahan Hukum Primer adalah bahan hukum yang bersifat autoritatif, yang 

berarti mempunyai otoritas. Dalam penelitian ini yang menjadi bahan 

hukum primer adalah Peraturan Perundang-undangan. 

2) Bahan Hukum Sekunder adalah bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang 

memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Dalam penelitian 

ini yang menjadi bahan hukum sekunder adalah buku-buku literatur 

hukum, pendapat para ahli yang ada kaitannya dengan masalah penelitian 

ini. 

3) Bahan Hukum Tersier yaitu bahan hukum yang merupakan pelengkap 

yang sifatnya memberikan petunjuk atau penjelasan tambahan terhadap 

bahan primer dan sekunder. Dalam penelitian ini bahan hukum tersier 

adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), ensiklopedia, website, 

majalah, surat kabar, dan sebagainya.
48

 

E. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data perlu dilakukan oleh peneliti bertujuan untuk 

mendapatkan data-data yang valid dalam penelitian. Peneliti menggunakan metode-

metode sebagai berikut: 

a. Observasi, adalah aktivitas yang dilakukan makhluk cerdas terhadap suatu 

proses atau objek dengan maksud merasakan dan kemudian memahami 

pengetahuan dari sebuah fenomena berdasarkan pengetahuan dan gagasan 
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yang sudah diketahui sebelumnya untuk mendapatkan informasi-informasi 

yang dibutuhkan atau melanjutkan suatu penelitian.
49

  

b. Wawancara, merupakan salah satu teknik untuk mengumpulkan data dan 

informasi dengan mengajukan pertanyaan kepada responden yang 

mengetahui permasalahan yang akan diteliti.
50

 

c. Studi kepustakaan, yaitu pengumpulan data melalui kajian buku-buku, 

jurnal, dan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan 

permasalahan yang diteliti.
51

 

F. Analisis Data 

Analisis data adalah suatu proses untuk menafsirkan atau memaknai suatu data 

yang terkumpul dianalisis secara deskriptif dengan menggunakan pendekatan 

kualitatif yakni data yang diperoleh kemudian dianalisis secara bersamaan dengan 

proses pengumpulan data dari hasil observasi dan wawancara yang diperoleh 

kemudian dicatat dan dikumpulkan sehingga menjadi sebuah catatan lapangan.  

Teknik analisis data kualitatif digunakan untuk menggambarkan sacara 

sistematis fakta-fakta dan data-data yang di peroleh, serta hasil penelitian baik dari 

hasil studi lapangan maupun studi literatur. Proses analisis data dilakukan melalui 

tahapan identifikasi menurut kelompok tujuan penelitian, mengelola dan 

menginterpretasikan data, kemudian dilakukan abstraksi, reduksi dan memeriksa 
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2011), h.53. 
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keabsahan data. Data yang disajikan berbentuk tabel, skema, maupun dalam bentuk 

narasi untuk kemudian mendapatkan penjelasan mengenai Pengawasan Gubernur 

terhadap produk hukum daerah Kabupaten/Kota yang di lakukan oleh Biro Hukum 

selaku perangkat dari Sekretariat Daerah Provinsi Riau. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang penulis lakukan maka 

dapat disimpulkan sebagai berikut: 

1. Pelaksanaan kewenangan Gubernur dalam melakukan Pengawasan terhadap 

Peraturan Daerah Kabupaten atau Kota telah bergeser dari bentuk 

Pengawasan represif ke bentuk pengawasan preventif. Dalam hal ini, 

Gubernur tidak lagi memiliki kewenangan melakukan pembatalan Perda 

Kabupaten atau Kota, sehingga proses Pengawasan dilakukan pada saat 

masih berbentuk rancangan Perda Kabupaten atau Kota. Di samping itu, 

kewenangan untuk melakukan pembatalan Perda Kabupaten atau Kota 

seharusnya adalah hak tau kewenangan   Mahkamah Agung sebagai 

Lembaga Yudikatif bukan di lakukan Pemerintah Pusat, Kementerian dan 

atau Gubernur sebagai Kepala Pemerintah Daerah sebagai Lembaga 

Eksekutif. 

2. Dalam Pengawasan Pembentukan Peraturan Daerah di Provinsi Riau, ada 

beberapa hal yang menjadi kendala antara lain:  

a. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota belum seluruhnya menyampaikan 

Rancangan Perda dan Perda kepada Gubernur untuk dilakukan evaluasi 

dan klarifikasi sesuai batas waktu yang telah ditentukan dalam peraturan 

perundang-undangan.  



 

 

b. Kurangnya Sumber Daya Manusia di bidang pembinaan dan pengawasan 

produk hukum daerah Kabupaten/Kota yang bertugas.  

c. Dana untuk pelaksanaan pembinaan dan pengawasan produk hukum 

daerah masih kurang. Kegiatan inventarisasi dan monitoring produk 

hukum daerah ke Kabupaten/Kota belum dapat dilaksanakan secara 

optimal mengingat keterbatasan anggaran.  

d. Kurangnya Peran Gubernur dalam Penjatuhan sanksi yang tegas bagi 

Pemerintah Kabupaten/Kota sehingga tidak mendorong kepatuhan 

terhadap ketentuan Undang-Undang. 

B. Saran 

Untuk ke depannya perlu diadakan evaluasi secara menyeluruh terhadap 

peraturan-peraturan yang sudah ada terkait Pengawasan produk hukum daerah 

Kabupaten/Kota dan Memberikan wewenang kepada Gubernur memberikan 

Sanksi kepada Pemerintah Kabupaten/Kota Daerah sebagai salah satu bentuk 

Pengawasan Kepala Daerah sebagai Wakil Pemerintah Pusat di Daerah agar 

terjalannya Pemerintahan yang baik. 
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